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ABSTRAK

Tahun 2020 angka perceraian di Indonesia mengalami
peningkatan, termasuk di Pengadilan Agama Pekanbaru, khususnya pada
masa Pandemi Covid-19. Kajian ini mengajukan argumentasi bahwa
Kebijakan pemerintah-mengenai. PSBB pada masa _pandemi covid-19
yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata berubah
menjadi faktor peningkatan perceraian di Pengadilan Agama.

Rumusan masalah 1alah: Faktor /apa saja yang menjadi penyebab
terjadinya peningkatan angka perceraian'di kota Pekanbaru pada masa
covid-19 tahun 2020. Apakah kebijakan PSBB memiliki kaitan dengan
jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru
pada masa Covid-19 tahun 2020.

Jenis Penelilisan adalah Jenis penelitian yang akan digunakan
penulis. ialah penelitian normatif. Hukum normatif yang berlaku
Penerapan pada peristiwa yang konkrit guna.mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah™ penelitian yang dilakukan untuk ‘mengetahui nilai variable
mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau
menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Hasil penelitian.menunjukan bahwa alasan terjadinya peningkatan
cerai gugat yang terjadi/ di'Pengadilan Agama -Kota Pekanbaru ini
dilatarbelakangi karena faktor ekonomi. Banyak para pencari nafkah
yang terkena PHK akibat adanya kebijakan PSBB. ini. akibatnya hal ini
menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara
suami dan istri dikarenakan suami yang tidak mampu untuk menafkahi
keluarganya karena tidak mempunyai pekerjaan dan sulit untuk
mendapatkan pekerjaan “baru. Alasan kedua tertinggi yang menjadi
penyebab terjadinya perkara cerai gugat 1alah karena perselingkuhan atau
adanya pihak ketiga. Hal"ini kerap terjadi pada pasangan yang bekerja
diluar kota.

Kata Kunci : Cerai Gugat, PSBB, Pandemi Covid-19

Vil



ABSTRACT

In 2020 the divorce rate in Indonesia has increased, including in
the Pekanbaru Religious Court, especially during the Covid-19
pandemic. This study argues that the government's policy regarding
PSBB duringthe. COVID-19 pandemic which.aims to maintain family
health has turned out to be a factorinsincreasing divorce in the Religious
Caurts.

The formulation of the problem is what factors are the cause of the
increase in the divorce: rate ‘in-the: ity of Pekanbaru during the COVID-
19 period In 2020."Does.the PSBB. policy/have anything to do with the
number of divorces that occurred at the Pekanbaru City Religious Court
during the Covid-19 period in 2020

This type of research is the type of research that will be used by the
author is normative research. The applicable normative law is applied to
concrete events in order to achieve the stated goals. The nature of this
research IS descriptive. Descriptive research.is research conducted to
determine the value of independent wvariables, either one or more
variables without making comparisons, or connecting one variable to
another.

The results showed that the reason for the increase in divorce
lawsuits that occurred in the Pekanbaru City Religious Court was
motivated by economic factors.-Many breadwinners have been laid off
due to the PSBB policy. As a result, this causes continuous quarrels
between hushand and wife because the husband is unable to support his
family because he does not have a job and it is difficult to get a new job.
The second highest reason for the occurrence.of divorce cases is due to
infidelity or the presence of a third party. This often happens to couples
who work outside the city:.

Keywords: Divorce, PSBB, Covid-19 Pandemic

viii
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PENDAHULUAN

virus baru
A — negara di

ovid-19 telah

tinggal dirumah setiap harinya.

Kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar
pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan
keluarga ternyata sebagai penyebab terjadinya peningkatan perkara
perceraian. Hal ini terjadi akibat dari para pencari nafkah yang kehilangan

pekerjaannya dan tidak dapat mendapatkan penghasilan selama masa



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

pandemi covid-19. Perceraian dengan alasan ekonomi ini dari waktu ke
waktu menjadi topik pembahasan yang cukup penting. Dalam kehidupan

berumah tangga, uang memang bukan segalanya, namun jika tidak memiliki

) menyebabkan
ebab perceraian
juga d narak : ahan di bawah

pertikaian yang

istri yang tidak dapat diselesa endiri oleh keduanya. Syigaq ini timbul
bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang
mesti dipikulnya. Syigag mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya
dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi
antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.

Syigaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan

kewajiban yang mesti dipikulnya (Berahim,2014). Syigaq adalah
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pertengkaran antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan

karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan

aniaya kepada istrinya (Berahim,2016). Di kalangan Syafi’iyah, al-syigaq

35 A3 T ) bl e LSy alal (o LSS ) ild gl (8 s 50 3

el Gle GG &) *lagin
Artinya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
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keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi maha mengenal.”

‘,’. g bisa diselesaikan oleh kedua
_n

pasangan suami dan istri. percekcokan tersebut dalam jangka

waktu yang lama.
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Tabel 1.1 Faktor Penyebab Percerai Di Kota Pekanbaru

plam . 7
BB membuat kondisi terjadin “{ ekerasan Dalam
feﬂr‘ PBE .‘
vp terdaMkha @ an atas naiknya

nﬁga dlmana hal |!!\5|karenak
mthg pN g9 k dapat faktor-fak

kap di rumah dengan pasangan yang kasar. Terdapat faktor-faktor

'x Y/ '

n KDRT selama pandeml C_19 ini seperti faktor

e

ntonio Guteres

nyak orang yang

,,!'iinyebab yang paling utama

as ekoﬁoml juga berkurang bahkan
terhenti. Banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi
keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk
membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu
tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat
berujung pada kekerasan fisik yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

(Radhitya, 2020, 2)
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Perceraian yang terjadi pada masa Covid-19 mayoritas terjadi pada
perkara cerai gugat. Hal ini disebabkan oleh faktor utama yaitu adanya

Perselisihan dan perbedaan pendapat, adanya perselingkuhan, dan faktor

ekonomi. Te an yan antara cerai gugat dan

\““ﬁ“‘ .&¢ ;
.‘g agai berikut:

NO ERAI TALAK
1 133
2 137
3 132
4 86
5 60
6 103
7 105
8 Agustus 270 96
9 September 206 107
10 Oktober 204 110
11 November 281 102
12 Desember 177 64
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Pada bulan Maret — Mei terdapat pembatasan perkara yang masuk di
Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan adanya penerapan Kebijakan

PSBB yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan

kara perceraian yang

!“&“‘ .A‘ ' erkara cerai
.‘-

kemampuan perekonomian arakat sehingga terjadi banyak kasus
permohonan cerai gugat masuk ke Kantor Pengadilan Agama Kota

Pekanbaru (22/4/2022, 14.00 WIB ).

Dari pernyataan salah satu staff Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 ini mengakibatkan kemampuan

perekonomian masyarakat yang turun akibat banyak para suami menerima
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pemecatan ditempat kerja. Seorang suami sebagai seorang kepala keluarga
berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) juga ada

pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2)

%a‘é

3
X
;2.
=
)
5
®
S
Q
<
»

e

perselisihan yang panjang genai ekonomi dan tidak ada kunjung
menemukan jalan keluar, istri memohon berpisah. Sehingga terjadilah

perceraian yang tidak bisa terelakkan (23/4/2022, 21.00 WIB).

Kajian ini mengajukan argumentasi bahwa Kebijakan pemerintah
mengenai PSBB pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk

memelihara kesehatan keluarga ternyata berubah menjadi faktor
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peningkatan perceraian di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, penelitian ini
dimaksudkan untuk mencari apa yang menjadi penyebab meningkatnya

perceraian di masa pandemi covid-19. Studi ini memiliki kebaruan karena

angan yang

ehingga peneliti

raian  Akibat

2
.

Agama Pekanbaru, yang ma musan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan angka
perceraian di kota Pekanbaru pada masa covid-19 tahun 2020?

2. Apakah kebijakan PSBB memiliki kaitan dengan jumlah perceraian
yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru pada masa Covid-19
tahun 20207

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
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Tujuan:

1 Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya

peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru

angka perceraian akibat dampak dari covid-19 di Kota Pekanbaru.

2. Memperbanyak informasi untuk orang-orang yang sedang mencari
referensi untuk  dipakai mereka dalam penelitian/studi kasus
selanjutnya dimana terkait dengan problem persoalan hukum acara
perdata khususnya Tinjauan di pengadilan agama terkhusu mengenai

peningkatan angka perceraian Di Kota Pekanbaru.

10
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3. Menjadi persyaratan akademik bagi peneliti bertujuan menyelesaikan

starta satu (S1) di fakultas hukum Universitas Islam Riau.

ijelaskan bahwa perceraian
.* engadilan Agama setelah

Q-q““:

Pengadilan Agama ters a dan tidak berhasil mendamaikan
kedua pihak.

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai
talag, dan cerai gugat. Cerai talag adalah cerai yang dijatuhkan oleh

suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus.

Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus

11
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terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama,
sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya

gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya

&5 a pakaian. Secara istilah
L2

khuluk iala Q- k = awinan suami atau istri
AT

diserupakan denga pakaian  sebagaimana  al-Quran

menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun juga

sebaliknya suami menjadi pakaian istri. (Syarifuddin, 2007, 19)
Alasan yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat ialah:

a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2

12
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tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat

diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak

mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

perselisihan  dan

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk
menekan jumlah kasus terinfeksi covid-19. Salah satu langkah awal
yang dilakukan pemerintah ialah mensosialisasikan gerakan Sosial
Distancing yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak dan
berinteraksi dengan masyarakat lainnya minimal 2 meter, tidak

melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta tidak melakukan

13



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kerumunan massal yang akan beresiko menularkan virus covid-19.

(Buana, 2020, 17)

Untuk memutus mata rantai penularan virus covid-19 pemerintah

a pencari nafkah yang

2) Penelitian Terdahulu
Berikut adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh:

1) Penelitian pertama dilakukan oleh Sumarni B. dan Andi Kasmawati,
mahasiswa dan dosen jurusan PPKn FIS, Universitas Negeri
Pekanbaru. Penelitian ini dituangkan dalam jurnal Tomalebbi tahun

2016, dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Perceraian di Kota

14
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Pekanbaru (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas IA
Pekanbaru)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dasar

atau latar belakang atas perkara perceraian yang tercatat di

sehat, krisis

an fisik dan

sebuah perkara perceraian, dimana penulis mengambil studi kasus
dari Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa terdapat berbagai macam faktor kasus
perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun
2017, diantaranya karena tidak harmonis sebanyak 891 perkara, tidak

tanggung jawab sejumlah 416 perkara, intervensi pihak Kketiga

15
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sejumlah 76 perkara, ekonomi sejumlah 5 perkara, di hukum

sejumlah 4 perkara, lain-lain sebanyak 3 perkara. (Ma’rifah, 2020)

3) Penelitian berikutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Nurul

dominan yang

faktor ekonomi

4) e Rohy | erceraian di luar Prosedur

kecamatan Sodong hilir hampir semua perceraian di lakukan di luar
pengadilan, karena mereka menganggap perceraian adalah urusan
keluarga ~ yang  harus  ditutupi dan  agama  sendiri

memperbolehkannya. (Rohyadi, 2008)

5) Anda Faridah, dengan judul “Gugatan Perceraian Dikarenakan

Suami Seorang Homoseksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan

16
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Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.YK.). Penelitian ini
berfokus pada gambaran tentang dasar dan pertimbangan hukum

yang digunakan Hakim dalam memutuskan Perkara No:

jauan hukum islam

memutuskan

Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A
Palembang)”. Penelitian itu bertujuan mengetahui pemahaman dan
pengetahuan tentang cerai gugat istri akibat suami di penjara
menurut hukumislam dan hukum positif. Hasil analisis dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa menurut islam perceraian

yang diajukan oleh istri kepada suami dibolehkan, namun tetapi
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mengucapkan kepada syarat dan rukun cerai sesuai syariat islam. Hal
ini dibolehkan selama kedua belah pihak memiliki dasar yang atau

alasannya yang kuat untuk bercerai menurut hukum islam dimana

lahir batin dalam

ebih dari 5
baik yang

Allah SWT

Atas kemungkaan Soerjono  Soekanto,”’kerangka konseptual
merupakan kerangka yang menggambarkan bagaimana hubungan antara
konsep-konsep tertentu, kumpulan makna yang terkait dengan istilah yang
diinginkan dan diteliti., baik dalam penelitian normative maupun empiris.”

(Soekanto, 1989, 22)
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Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat

(sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah,

yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu tindakan dimana tahap wajib dilakukan
peneliti bertujuan mendapatkan dan memperoleh informasi yang nyata
menggunakan langkah-langkah sistematis seperti:
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis ialah penelitian
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normatif. Hukum normatif yang berlaku Penerapan pada peristiwa yang

konkrit guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut

dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasilnya

JI. Datuk Setia Maharaja JI. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit
Raya, Kota Pekanbaru.
3. Populasi dan responden

Populasi ialah kumpulan objek dengan kesamaan ciri sedangkan
responden ialah seseorang yang memberikan respon terhadap pertanyaan

yang di tanyakan / di ajukan oleh peneliti yang berkaitan langsung dengan
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data yang di butuhkan oleh peneliti. (Fajar, 2010, 22) Populasi dalam
penelitian ini ialah seseorang atau pihak yang berkaitan langsung dengan

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru di dalam produk hukum tersebut yang

athall

&N

B
N
| S—
QD
=3
w
o
)
QD
[72]
c
3
o
D
=

Data primer adalah data yang bersumber dari suatu penelitian
lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan
yaitu baik dari responden maupun informasi. Data primer yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini juga melakukan wawancara langsung di
pengadilan agama pekanbaru.

b. Bahan Hukum Sekunder
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Data sekunder merupakan data didapat penulis dari studi
keperpustakaan. Data diperoleh dari ketentuan yuridis pada peraturan

undang-undang yang terkait terhadap alternatif penyelesian sengketa

akukan dengan

p atau terbuka

pernyataan tersebut untuk di analisa dan menjadi data yang akurat dalam
penulisan ini.
6. Analisis data
Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan kali ini ialah
metode analisis data kualitatif analitis. Dimana menggunakan tulisan,

gambar, keterangan responden serta tingkah laku yang nyata.
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7. Metode Penarikan Kesimpulan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan

kesimpulan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah

o
)
' |
/
?
¢

%
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

hub kaw Q
ubungan perka ﬁ““‘

Cerai Gugat diajuka kuasa hukum yang mewakilinya
kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat
tinggal istri. Apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa
izin suami, dalam hal tergugat berada di luar negeri, maka ketua Pengadilan
Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik

Indonesia Setempat.28 Gugatan mengenai hak asuh anak (hadhonah),

nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan
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bersama dengan gugatan perceraian atau setelah diterbitkannya putusan

perceraian yang berkekuatan hukum tetap.

3.

Menurut pasal 136 KHI menyebutkan bahwa selama berlangsungnya

khulu, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama
yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan —
alasannya

Pengadilan Agama selambat lambatnya satu bulan memanggil istri
dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing

Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan
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penjelasan tentang akibat khulu, dan memberikan nasehat —

nasehatnya

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya ‘iwadh atau

perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP
mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan.

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP

9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya
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ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat

(Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan
atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman
bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI) Sedangkan, cerai karena talak dapat kita
lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yangberbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat
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terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI

hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di
Pengadilan Agama. Menurut Nasrulloh, akibat dari talak yang dilakukan di
luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum
putus secara hukum.

Selain itu, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama
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tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan
cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah kami
uraikan di atas dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan
sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.
1. Tentang talak 1, talak-2:-dan talak'3

Menjawab pertanyaan Anda yang lainnya mengenai talak satu dan
talak dua, maka kami berpedoman pada pendapat Sayuti Thalibdalam
bukunya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Indonesia. Sayuti mengatakan
bahwa Al Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 229 mengatur hal talag, yaitu talaq
hanya sampai dua kali yang diperkenankan untuk rujuk kembali atau kawin
kembali antara kedua bekas suami isteri itu (hal. 100). Jadi, apabila suami
menjatuhkan talak satu-atau talak dua, ia dan istri yangditalaknya itu masih
bisa rujuk atau kawin kembali dengan cara-cara tertentu.

Arti rujuk kembali ialah kembali terjadi hubungan suami isteri antara
seorang suami yang telah menjatuhkan talaq kepada isterinya dengan insteri
yang telah ditalag-nya itu_dengan .cara yang sederhana. Caranya ialah

b

dengan mengucapkan saja “saya kembali kepadamu” oleh si suami di
hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil. Sedangkan, arti kawin kembali
lalah kedua bekas suami isteri memenuhi ketentuan sama seperti
perkawinan biasa, yaitu ada akad nikah, saksi, dan lain-lainnya untuk

menjadikan mereka menjadi suami isteri kembali. Sungguhpun demikian,

dalam masyarakat kita di Indonesia orang selalu menyebut kawin kembali
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itu dengan sebutan rujuk juga (hal. 101). Mengenai talaq satu atau talaq dua

ini disebut juga talaq raj’i atau talak ruj’i, yaitu talaq yang masih boleh

dirujuk (hal. 103).

ayat 230, kalau
a Isterinya, maka
ninya sebelum
h kalau sudah

kembali antara

yang bernama muhallil. Kalau pasangan suami isteri ini bercerai pula, maka
barulah pasangan suami isteri semula dapat kawin kembali (ibid, 101-102).
Talak tiga ini disebut juga dengan talak ba’in kubraa yang
pengaturannya dapat kita temui dalam Pasal 120 KHI yang berbunyi:
“Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga

kalinya.Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan
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kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri

menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al

dukhul dan habis masa iddahnya.”

kum mengenai

bahwa:

Perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan yang jelas diantara
suami dan istri tidak dapat menjalankan rumah tangganya dengan
rukun dan damai

3 Tata cara mengenai perceraian telah diatur dalam perundang -
undangan tersendiri

2. Intruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
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Islam Dasar hukum mengenai perceraian yang tercantum dalam

KHI terdapat didalam bab XVI tentang putusnya perkawinan,

sebagai berikut:

»~
1 dil: 5 dimuka sidang

ang pelaksana

inan Pasal 20—

kediaman tergugat. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas,
tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau
bertempat kediaman diluar negeri. Maka, pengajuan gugatan
perceraian diajukan kepada pengadilan yang bertempat di kediaman
penggugat.

2. Gugatan perceraian yang terjadi karena salah satu pihak suami atau
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istri mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau lebih maka
untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat

cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan

sebelum adanya Putusan Pengadilan mengenai gugatan tersebut

5. Dalam hal pemanggilan para pihak pengadilan telah mengutus
petugas untuk menyampaikan panggilan sidang kepada pribadi yang
bersangkutan selambat — lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka.

Panggilan ini dilampiri dengan sallinan surat gugatan.

6. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan
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disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.

Apabila tempat kediaman yang bersangkutan tidak jelas, tidak

diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap. Maka,

. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang
sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

9. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha untuk

mendamaikan kedua belah pihak pada setiap sidang, selama belum

diputuskan. Dalam hal upaya mendamaikan terhadap kedua pihak

suami dan istri ini terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi
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selama persidangan berlangsung, diantaranya:
1) Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan

gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-

n dan telah diketahui

mendamaikan kedua belah pihak

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami
istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam
peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan mengenai syarat — syarat juga tercantum dalam KUH
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Perdata pasal 209 yang menyebutkan bahwa perceraian tidak boleh terjadi
hanya karena persetujuan antara istri dan suami, tetapi juga harus

berdasarkan alasan — alasan yang mendasarinya. Terdapat 4 (empat)

a dipersalahkan

perceraian memakai alur yang sama dengan Undang — Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ketentuan yang di atur dalam KHI
menjelaskan lebih rinci. Hal ini dijelaskan dalam Bab XVI yang memuat

mengenai masalah putusnya perkawinan.

B. Tinjauan Umum tentang angka Perceraian di masa Pandemi Covid-
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19

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang sadar dan dilakukan

sua Wwitus atau mengakhiri

“‘Q?ﬁ“ .Qa. sian adalah

yang termuat

terdapat kata

3. Tata cara perceraian yang mengatur perceraian dilakukan di hadapan
sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan lain tentang perceraian juga diatur dalam PP No. 9 Tahun

1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang — Undang No. 1 Tahun 1974

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang menyebutkan mengenai

alasan — alasan perceraian, yaitu:
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1. Salah satu pihak yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar dissmbuhkan

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

Pasal 117 KHI menyatakan bahwa perceraian harus di ikrarkan oleh
suami di depan majelis sidang Pengadilan Agama barulah perkawinan
dinyatakan putus. Di Indonesia putusnya perkawinan dapat dilakukan
dengan talak maupun cerai gugat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri

Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30 membedakan mengenai

perceraian dengan talaq dan cerai gugat (khulu’). Diantara perbedaan
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keduanya ialah sebagai berikut:
Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim

atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah

suami terhadap istrinya,
sehingga perkawina en putus. Seorang suami yang
bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah cerai
yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar
perkawinan dengan suaminya menjadi putus.

Alasan hukum perceraian yaitu dasar bukti (keterangan) yang

digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan
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dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam

hukum nasional yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi

tersebut adalah sebagai berikut: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata atas kepentingan
anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak
pengadilan memberikan keputusan”.

Melihat ketentuan dari isi pasal di atas jelas hanya bersifat global.

Adapun pengaturan pelaksanaaan selanjutnya tercantum dalam Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai tata pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana lebih membahas spesifik tentang

ketentuan-ketentuan yang ditimbulkan sebagai akibat hukum dari putusnya

...
«
_
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yang terjadi secara global di seluruh dunia, tetapi tidak memiliki sangkut
paut dengan perubahan pada Kkarakteristik penyakitnya. Sedangkan,
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) pandemi dimaknai sebagai
wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi
yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, pandemi merupakan

sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia
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(Utami, 2020).
Dalam menentukan suatu wabah sebagai pandemi, WHO tidak

memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi, serta jumlah

19. Hal tersebut menjadi alarm bagi pemerintah seluruh negara di dunia
untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah maupun menangani
dampak dari pandemi COVID-19 yang tidak hanya dirasakan pada aspek
kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi individu dan keluarga. Dengan

terganggunya aspek ekonomi individu dan keluarga akan bermuara pada

keutuhan rumah tangga yang berakhir pada perceraian.
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Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, tiga provinsi dengan
peningkatan kasus perceraian secara signifikan pada masa pandemi
COVID-19 berada di Pulau Jawa (Tristanto,2020a). Tiga provinsi tersebut
yaitu Jawa Barat menjadi provinsic terbanyak.penyumbang angka
perceraian. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sedangkan untuk provinsiiyang berada, di luar Pulau Jawa, peningkatan
kasus perceraian belum terlihat secara signifikan (Yusuf, 2020).

Meningkatnya angka perceraian di Jawa Barat dapat dilihat dari
laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat.
Hingga Senin, 7 September 2020 terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan
17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses sejak Januari 2020 di
PTA Jawa Barat. Dari angka tersebut, kasus ajuan perceraian paling
banyak diajukan pada Juni dan Juli dengan masing-masing angka 12.603
kasus dan 11.778 kasus. Di bulan-bulan sebelumnya, kasus ajuan cerai ada
di kisaran angka 2.000-8.000 kasus (Adam, 2020; Tristanto, 2020).

Dilansir dari AyoBandung.com pada tanggal 8 September 2020,
diketahui bahwa meningkatnya kasus.perceraian di Jawa Barat disebabkan
oleh dua faktor yaitu perselisihan/pertengkaran dan ekonomi. Hingga
minggu pertama September 2020, perceraian akibat perselisihan atau
pertengkaran mencapai 30.206 kasus. Sedangkan masalah ekonomi yang
mencapai 24.392 kasus (Ranawati, 2020). Kedua hal tersebut saling
memiliki keterkaiatan sebab pada saat pandemi COVID-19 banyak suami

yang kehilangan pekerjaan sehingga masalah perekonomian menjadi
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gangguan yang serius dalam kehidupan rumah karena tanggung jawab istri
bertambah besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang melebihi batas

kesanggupan seorang istri. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada

ingga tiga kali
Boyolali juga
ita yang dilansir

ada 14 Juli 2020,

1. perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 522 kasus;
2. meninggalkan di salah satu pihak sebanyak 260 kasus.
3. masalah ekonomi sebanyak 171 kasus; 4) penganiayaan 13 Kasus
(Mul, 2020).
Daerah lain di Jawa Tengah yang mengalami peningakatan angka

perceraian adalah Kabupaten Pati dan Tegal. Dilansir dari
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Semarangpos.com pada 21 Juli 2020, diketahui bahwa angka perkara
perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Pati berkisar antara 200

kasus, Kemudian selama Mei hingga Juli 2020, mengalami peningkatan

nasional (Kurnia, 2020).

COVID-19 merupakan bencana non alam yang tak hanya
berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi. Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 11 (Q2)
2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen dari tahun ke tahun (year-

on-year). Secara kuartalan (quartal-to-quartal) pertumbuhan ekonomi
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Indonesia Q2 2020 terkontraksi atau minus 4,19 persen. Angka ini
memburuk dari Q1 2020 yang mencapai 2,97 persen dan Q2 2019 yang

mencapai 5,05 persen (BPS, 2020). Selain itu, BPS juga mengonfirmasi

erian keuangan RI di

S 'o

Hal ini terjadi karena banyaknya perempuan yang terpaksa melakukan
isolasi atau “terisolasi” di rumah dengan pelaku tindak kekerasan
(Radhitya, Nurwati, & Irfan, 2020). Pendapat yang tidak jauh berbeda
dikemukakan oleh Sakroni (2020), secara umum perceraian pada masa
pandemi COVID-19 disebabkan karena berbagai hal seperti: 1)

permasalahan ekonomi, 2) kekerasan dalam rumah tangga, 3) usia dalam
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membina rumah tangga.

Berdasarkan beberapa pendapat terkait perceraian pada masa

pandemi COVID-19, dapat diketahui bahwa secara umum penyebab

Pasangannya sering berteriak atau mengeluarkan kata-kata kasar yang
menyakitkan. 5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering

berzina dengan orang lain.

6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan,

seperti enggan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak

bisa memberikan kepuasan.
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7. Sering mabuk.

8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak

kerabat pasangan.

n sehingga

dan dirasakan

penyiksaan fisik; dan 3) masalah keuangan. Dari berbagai pendapat di atas
terlihat bahwa perceraian pada masa pandemi COVID-19 tidak hanya
disebabkan oleh satu faktor melainkan banyak faktor. Dengan adanya
dampak pandemi COVID-19 ini semakin memperburuk konflik didalam

keluarga.
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BAB IlI

perdampak pada
spek lain, seperti

angan bagi sebagian

ketahan keluarga pun goyah. Pasangan suami atau istri tidak mau
menjadi bagian yang tertindas atau menindas, yang berakibat adanya
perselisinan berkepanjangan, kekecewaan yang mendalam dan
akhirnya pilihan untuk berpisah menjadi alternatif yang lebih baik
untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.” (Wawancara, 22 Juni

2022)
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Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait
yang terjadi pada masa covid-19 ini. Salah satu hal yang berpengaruh ialah

ekonomi karena banyak pekerja yang tidak bisa bekerja seperti biasa, mulai

Agama Kota
pabkan terjadinya

Wawancara, 22

untuk memenuhi kebutuhan sehari — hari)

3. Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

4. Pasangannya sering melontarkan kata — kata kasar yang menyakitkan

5. Adanya orang ketiga dalam rumah tangga atau dan salah satu pihak

berbuat sering berbuat zina dengan orang lain
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Adanya ketidakcocokan dalam hubungan seksual dengan pasangan

~

Sering mabuk

kehilangan pekerjaannya akibat terkena PHK pada saat pandemi

covid-19. Jumlah perceraian meningkat pada masa covid-19 dengan
jumlah kasus cerai gugat yang dominan lebih banyak dibandingkan

dengan cerai talak.” (Wawancara, 22 Juni 2022

Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua

Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Terkait dengan perceraian yang
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terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, terdapat beberapa faktor penyebab

yang melatarbelakangi perceraian tersebut, diantaranya:

keseluruhan  terdapat . banyak  faktor  yang

& pertengkaran,

vy

yeb:

- -
y AN PDersemalnya
o

o

2 d

meninggalkan pihak lain.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Penulis juga meminta pendapat kepada Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H
Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, mengenai alasan
perceraian yang di latarbelakangi oleh faktor perselingkuhan, dengan

jawaban sebagai berikut:

“Faktor penyebab perceraian karena perselingkuhan itu juga
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menjadi faktor tingginya angka perceraian di masa covid begini.

Biasanya banyak dari pelaku perselingkuhan itu kerja di luar Kkota.

Akibatnya mereka menyalurkan kebutuhan seksual mereka kepada

df kota menjadi
o
than. Hal ini terjadi
gg membuat ia
s

5.Ag, MH Ketua

beberapa faktor

rumah tangga,

perbedaan latar belakang pendidikan, perkembangan kepribadian,

subkultur, serta pola hidup yang menyebabkan ketidakserasian relasi

antar pasangan

b. Kekecewaan karna berbagai macam sebab dan cara berkomunikasi

yang terasa kurang pas
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c. Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual oleh disfungsi seksual atau

penyimpangan seksual

d. Permasalahan finansial

yang mempengaruh e pada masa pandemi covid-19
lalah karena adanya Karena i yang di PHK, dan adanya

perselingkuhan.

Dalam wawancara dengan Bapak Dr. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan

Agama Kota Pekanbaru menjelaskan,

“Selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan jumlah kasus

perceraian berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,
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suami istri yang melakukan pendaftaran perceraian yang awalnya

berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 mengalami

peningkatan menjadi 57 ribu pada periode Juni dan Juli 2020. Dilansir

pandemi covid-19 angka perceraian Kota Pekanbaru relatif stabil, dilansir
dari (republika.co.id, 2017) tercatat 112 pasangan mengajukan cerai gugat
ke pengadilan agama Pekanbaru, sedangkan pada tahun 2018 cerai gugat di
Kota Pekanbaru berjumlah 128 kasus. Meningkatnya kasus cerai gugat juga
ditemukan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru diperoleh data

bahwa angka cerai gugat pada masa Pandemi Covid-19 meningkat, dimana
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pada tahun 2018 angka cerai gugat hanya terdapat 189 kasus, tahun 2019
terdapat 306 kasus, dan pada tahun 2020 tedapat 338 kasus, berdasarkan

data diatas terlihat bahwa adanya peningkatan kasus cerai gugat selama

onflik dominan
namun dengan

ak negatif dalam

bahkan pelaku bisnis dan usaha menengah yang mengalami kerugian.
Imbasnya memicu konflik antara suami istri dan berakhir dengan
perceraian, adapun meningkatnya kasus percerai pada masa Pandemi
Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang

disebakan oleh faktor ekonomi sebagai berikut:

b. Suami Tidak Memberikan Nafkah
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Akibat Pandemi yang melanda dan dikeluarkannya kebijakan
PSBB oleh pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap

pola kehidupan masyarakat. Masyarakat dilarang berinteraksi di luar

S

LA
v
“
5
| ¢
e

a2t
s 5 2
g F

pulang sesuka hatinya, tidak ada tanggung jawab, dan
mentelantarkan anak-anak dengan tidak memberi uang jajan dan

biaya pendidikan”. (Wawancara, Tanggal 7 Mei 2021).

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 7 Mei di Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbarusuami yang bekerja di PT Chevron

Pasific Indonesia (CPI) sebagai salah satu perusahaan yang ada di Kota
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Pekanbaru adalah tempat mayoritas suami mencari nafkah, begitu juga di

Kecamatan Marpoyan Damai suami merupakan tulang punggung

keluarga menggantungkan mata pencariannya bekerja sebagai karyawan

c. Istri mendapatkan Beban ganda

Meningkatnya kasus cerai gugat juga ditemukan di Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru salah satu faktor penyebab
meningkatnya angka perceraian di Kecamatan Marpoyan Damai akibat

dari masalah ekonomi yang mengalami kemerosotan pada masa Pandemi
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Covid-19, perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang
disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat Pandemi Covid-19

merupakan sesuatu yang saling berhubungan. Hal tersebut terjadi karena

’
ﬁ
s
|~
19

WLRAL

P aat
=
-

dan juga bekerja di sektor publik merasa seorang suami sudah tidak
memenuhi tanggung jawab lagi sebagai kepala keluarga, seperti yang di
ungkapkan oleh ibu DA salah satu informan yang mencerai gugat

suaminya, ibu DA mengngkapkan bahwa:

“Ibu tidak ada diberikan lagi uang semenjak suami ibu

berhenti bekerja di PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) , padahal
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ibu butuh biaya, oke dia tidak ada kerja karna dipecat, tapi
setidaknya ada usaha untuk mencari pekerjaan lain, dia kan

sebagau tulung punggung keluarga, ditambah ibu bekerja mencuci

dapat terlihat

avang

an oleh faktor

peran ganda,

£ Y

melalaikan tugasnya sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Jika didalam hubungan perkawinan teori Homans menjelaskan
bahwa tidak terjadi pertukaran antara hak dan kewajiban didalam
hubungan suami istri. Tidak terjadi sebuah keseimbangan dalam proses
pertukaran dan ada satu pihak yang dirugikan dan berujung pada

perceraian. Jika dalam rumah tangga pihak istri dan suami salah satunya
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tidak menerima imbalan yang diinginkan maka akan terjadi ketidakadilan
dan disfungsi keluarga. Jika cost dan reward yang diberikan yaitu hak

dan kewajiban, dimana hak istri memperoleh nafkah dan kewajiban

berpendapat faktor interna ah faktor psikologis yang berasal dari
proses interen dalam diri individu, dan sangat berpengaruh terhadap
perilaku seseorang. Dimana faktor perilaku keluarga khususnya suami
istri cukup berpengaruh pada peningkatan angka cerai gugat di
Kecamatan Marpoyan Damai, berikut faktor Psikologis yang
menyebabkan meningkatnya cerai gugat pada masa pandemi Covid-19 di

Kecamatan Marpoyan Damai:
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e. Muncul Rasa Jenuh

Pandemi Covid-19 mewajibkan masyarakatnya untuk tidak keluar

orang yang sudah bo U jenuh saja sama ibu dengan anak ibu,

mungkin karena bertemu tiap hari dirumah, sebelumnya Pandemi
Covid-19 suami ibu ini bekerja di Sangir jarang bertemu dia tidak

seperti itu, lantaran itu ibu tidak tahan lagi, ibu gugat dia bercerai”

(Wawancara, 22 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H
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menjelaskan bahwa :

“Kecamatan Marpoyan Damai terlihat bahwa meningkatnya

2.
%

r
b
v
r
e

keluarga khususnya keluarga yang baru menikah, dilansir dari
(kompas.com, 2019) menteri agama Fachrul Razi angkat bicara
mengenai peningkatan angka perceraian pada masa Pandemi, beliau
meminta KUA setempat memberikan penyuluhan pada setiap pasangan
saat masa pembinaan pranikah, dan setelah menikah, jika dibandingkan

tahun 2019 sebelum masa Pandemi angka perceraian meningkat 20%
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pada pasangan yang baru menikah.

Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Marpoyan Damai Kota

sia 16-64 tahun,

ota Pekanbaru

“Banyak Istri yang minta bercerai pada suami karena
sikapnya belum dewasa, apalagi selama Pandemi Covid-19 ini dia
tidak bekerja saya minta nafkah dia marah- marah, sampai-sampai
bicara lebih baik bujangan gak pusing, dari sini dia terlihat tidak
dewasa, makanya banyak istri meggugat cerai”’(Wawancara, 22

Juni 2022).
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Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua

Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,

“Faktor penyebab cerai gugat pada masa Pandemi Covid-19

rentan dengan masalah kelu aka pasangan tersebut memilih sesuatu

yang bernilai baginya dibanding kepada keluarganya. Istri ketika cost
kasih sayang kepada suami dengan menjaga komitmen berumah tangga,
akan tetapi reward yang diinginkan dari suami tidak didapatkan maka
pihak istri akan memilih untuk menggugat cerai, karena merasa dirugikan

oleh prilaku suami.
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Perkara Cerai Gugat Tahun 2020

1. Bulan Januari

PERKARA

NGADILAN AGAMA
BULAN JANUARI 2020

k yak 2 , dan
ST . -\
pe r a — —

kas J?EH‘%R ﬁa

10 k
194 kas iksa
Dala

Agama Kota Pekanb j ahwa,

31 Janams 2020

Nasution. M A

“tidak diterima 1

us masih tahap

sebanyak 312
kasus, sebanyak

, dan menyisakan

I, M.H Hakim Pengadilan

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota

Pekanbaru per bulan januari tahun 2020. Tercatat data cerai talak

sebanyak 133 dan cerai gugat sebanyak 312. Ini sungguh

menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama.

Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keaadan ini kuat ada

kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan
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agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan

cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa

pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut

suami PHK sebanyak 212 kasus.

Dalam wawancara bersama lbu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua
Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai
cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK vyaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami
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PHK itu angkanya sebesar 83 kasus dari 133 kasus. Sedangkan
dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami

PHK itu angkanya sebesar 212 kasus dari 312 kasus. Persoalan ini

an i dimulai awal tahun
t ru hal ini
anglan?7 (Wawaneyy,
o Ry,
L - b [ =
o T (DT o g

Gambar 3.2. Gambar ruari Perceraian Di Tahun 2020
Pada bulan februari tercatat perkara cerai talak sebanyak 137

kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama

sebanyak 33 kasus yang dicabut sebanyak 5 kasus, tidak diterima 1

kasus, digugurkan 1 kasus, banding sebanyak 3 kasus, dan menyisakan

97 kasus masih tahap pemeriksaan.
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Pada bulan februari tercatat perkara cerai gugat sebanyak 329

kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 107 kasus, sebanyak

10 kasus yang dicabut, sebanyak 6 kasus digugurkan, 1 kasus di

Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan februari
tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian,
masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah

pribadi.
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Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah
perekonomian ini di bulan februari tahun 2020 ini disebabkan oleh

pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak

Ag, M.H Ketua

elaskan mengenai

2020. (wawancara, 22 Juni 2022)
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3. Bulan Maret

‘i ‘ o :j | “ ':’,
% |1 1.1“.‘1‘ ."'

ST,

| @%

g
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kasus masih tahap pemeriksaan.
Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan
Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,
“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota

Pekanbaru per bulan maret tahun 2020. Tercatat data cerai talak
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sebanyak 132 dan cerai gugat sebanyak 329. Ini sungguh

menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama.

Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keaadan ini kuat ada

di bulan maret
perekonomian,

, hingga masalah

suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya
pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali
ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 132 kasus yang permasalahan suami PHK
sebanyak 82 kasus dan dari jumlah cerai gugat 304 yang permasalahan

suami PHK sebanyak 204 kasus.
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Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua
Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai

cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK vyaitu,

an kita di ma Kota Pekanbaru
i han suami
qﬁkl&j@@@ W . Sedangkan

N Rig
ggt a{/ alahan suami
angka . Persoalan ini
I imulai awal tahun

ra, 22 Juni 202
ZHIES
Bu
L - .

¥ HBAN
G ZAKAT/DIF AK/SHODAQOH
1 PENETAPAN AHLI WARIS 0 1 B

DERDEN VERZET
K. PENETAPAN AHLI WARIS CONTENSIUS
i ADirany

Mengeratu Pekanbaru, 30 April 2020
Kema Pengadsian Agasis Peinsiars f—

Drs. H. Usman, S H.. MH. Multaszanad Yasss Nasution, M A

Gambar 3.4. Gambar Tabel bulan April Perceraian Di Tahun 2020
Pada bulan april tercatat perkara cerai talak sebanyak 86 kasus.
Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 31

kasus, yang dicabut sebanyak 5 kasus, dan menyisakan 49 kasus masih
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tahap pemeriksaan.

Pada bulan april tercatat perkara cerai gugat sebanyak 205 kasus.

Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 59 kasus, sebanyak 7 kasus

keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22

Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan april tahun

2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian,

masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah
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pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah

angkanya sebesar 112 kasus dari 205 kasus. Persoalan ini berasal
dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun 2020.

(wawancara, 22 Juni 2022)
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5. Bulan Mei

yang dicabut, 1 kas anding 2 kasus, dan menyisakan 94

kasus masih tahap pemeriksaan.
Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan
Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,
“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota
Pekanbaru per bulan mei tahun 2020. Tercatat data cerai talak

sebanyak 60 dan cerai gugat sebanyak 153. Ini sungguh
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menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama.

Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keaadan ini kuat ada

kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan

suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya
pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali
ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 60 kasus yang permasalahan suami PHK
sebanyak 41 kasus dan dari jumlah cerai gugat 153 yang permasalahan

suami PHK sebanyak 100 kasus.
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Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua
Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai

cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK vyaitu,

n kita di ma Kota Pekanbaru

i han suami
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Gambar 3.6. Gambar Tabel bulan Juni Perceraian Di Tahun 2020
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Pada bulan juni tercatat perkara cerai talak sebanyak 103 kasus.
Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 42

kasus, yang dicabut sebanyak 2 kasus, tidak diterima sebanyak 1 kasus,

]
o
cast
>
P

tanaa

,:@ gian dari pengadilan agama.
Dari disku . ami d nenyikapi keaadan ini kuat ada
kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan
agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan
cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa
pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut
dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada

keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22
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Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan juni tahun

“Berasal catatan Kkita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
ya dek, tercatat cerai talak yang berasal dari permasalahan suami
PHK itu angkanya sebesar 73 kasus dari 103 kasus. Sedangkan
dari catatan cerai gugat yang berasal dari permasalahan suami
PHK itu angkanya sebesar 166 kasus dari 306 kasus. Persoalan ini

berasal dari keadaan pandemi covid-19 yang dimulai awal tahun
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2020. (wawancara, 22 Juni 2022)

7. Bulan Juli

banding sebanyak 6 kasus, dan menyisakan 47 kasus masih tahap

pemeriksaan.

Pada bulan juli tercatat perkara cerai gugat sebanyak 331 kasus.
Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 179 kasus, sebanyak 13
kasus yang dicabut, 1 kasus tidak diterima, ditolak 1 kasus, 1 kasus

digugurkan, dan menyisakan 136 kasus masih tahap pemeriksaan.
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Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan

Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota

masalah orang ketiga, masalah ketidakcocokan prinsip, hingga masalah
pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah
perekonomian ini di bulan juli tahun 2020 ini disebabkan oleh pihak
suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya

pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih kembali
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ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 105 kasus yang permasalahan suami PHK

sebanyak 80 kasus dan dari jumlah cerai gugat 331 yang permasalahan
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Gambar 3.8. Gambar Tabel bulan Agustus Perceraian Di Tahun 2020

Pada bulan agustus tercatat perkara cerai talak sebanyak 96 kasus.

Dari diskusi internal kami dalam menyikapi keaadan ini kuat ada
kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan
agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan
cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa
pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut

dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada
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keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22

Juni 2022)

cerai yang permasalahan berasal dari suami PHK vyaitu,

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
bulan agustus tahun 2020 ya dek, tercatat cerai talak yang berasal
dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 66 kasus dari
96 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari

permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 188 kasus dari
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270 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19

yang dimulai awal tahun 2020. (wawancara, 22 Juni 2022)

9. Bulan
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‘anis Nasation. MA

Ga m&s IN mb] aian Di Tahun 2020

lak sebanyak 107

kasus. a an pengadilan agama
sebanyak sus, a 1 kasus, tidak diterima
sebanyak 1 kasus, ak 1 kasus, banding sebanyak 1

kasasi, dan menyisakan 78 kasus masih tahap pemeriksaan.

Pada bulan september tercatat perkara cerai gugat sebanyak 296
kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 110 kasus, sebanyak
12 kasus yang dicabut, ditolak 1 kasus, 1 digugurkan, 1 dicoret dari
register, 1 banding, dan menyisakan 171 kasus masih tahap

pemeriksaan.
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Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan
Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota

.@ yah masalah perekonomian,
masalah orang ke ‘ etiC cokan prinsip, hingga masalah
pribadi.

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah
perekonomian ini di bulan september tahun 2020 ini disebabkan oleh
pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak
adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih

kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.
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Dari jumlah cerai talak 107 kasus yang permasalahan suami PHK
sebanyak 70 kasus dan dari jumlah cerai gugat 296 yang permasalahan
suami PHK sebanyak 106 kasus.
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Gambar 3.10. Gambar Tabel bulan Oktober Perceraian Di Tahun 2020
Pada bulan oktober tercatat perkara cerai talak sebanyak 110

kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama

7

S\ ¥
%

5

[a¥]
=4
o
=
[sH]
o
[¢]
=
2
—
2
[s¥]
~

,:@ gian dari pengadilan agama.
Dari disku . ami d nenyikapi keaadan ini kuat ada
kaitannya dengan pandemi covid-19. Pada saat pihak pengadilan
agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan
cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa
pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut
dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada

keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22
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Juni 2022)

Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan oktober

“Berasal catatan kita di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
bulan oktober tahun 2020 ya dek, tercatat cerai talak yang berasal
dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 90 kasus dari
110 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang berasal dari
permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 204 kasus dari

294 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi covid-19
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yang dimulai awal tahun 2020. (wawancara, 22 Juni 2022)

11. Bulan November

eRSTRS ISLapy b
A ",
_."';:‘V' - t-' sm—
Ga m lan Di Tahun 2020
E a@g}k k sebanyak 102
ANB

kasu i yang engadilan agama
seban icab , digugurkan 1 kasus,

dan menyi 5 e saan.
Pada bulan rkara cerai gugat sebanyak 281

kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan sebanyak 118 kasus, sebanyak
14 kasus yang dicabut, tidak diterima 1 kasus, 1 ditolak, 1 digugurkan,
dan menyisakan 146 kasus masih tahap pemeriksaan.

Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan
Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,

“Sesuai data yang tersedia dikantor pengadilan agama Kota
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Pekanbaru per bulan november tahun 2020. Tercatat data cerai
talak sebanyak 102 dan cerai gugat sebanyak 281. Ini sungguh
menyedihkan bagi kami selaku bagian dari pengadilan agama.

i-keaadan ini kuat ada

pengadilan

melakukan

Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang berasal dari masalah
perekonomian ini di bulan november tahun 2020 ini disebabkan oleh
pihak suami mengalami PHK dari tempat kerja. Dikarenakan tidak
adanya pemasukan perekonomian dalam keluarga pihak istri memilih
kembali ke orangtua dan memutuskan untuk bercerai.

Dari jumlah cerai talak 102 kasus yang permasalahan suami PHK
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sebanyak 77 kasus dan dari jumlah cerai gugat 281 yang permasalahan

suami PHK sebanyak 200 kasus.

Dalam wawancara bersama lbu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua

EE 2 ) £ 30 1% i 0 0 3 i 106

Mengets Pekapbaru. 30 Desermber 2020

. ol

Drs. Aumad Sayun. MH Hj Nuacdsh. 5 Ag

Gambar 3.12. Gambar Tabel bulan Desember Perceraian Di Tahun 2020
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Pada bulan desember 2020 tercatat perkara cerai talak sebanyak

64 kasus. Dalam kasus ini yang dikabulkan oleh pengadilan agama

agama melakukan pertemuannya dengan pihak2 yang melakukan
cerai talak dan cerai gugat berbagai alasan yang memaksa
pasangan ini berpisah. Ini mengakibatkan kami sangat terkejut
dan berusaha menyikapi hal ini dengan memahami daripada
keputusan yang diambil pasangan-pasangan ini.” (wawancara, 22

Juni 2022)
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Kasus cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di bulan desember

tahun 2020 memiliki berbagai penyebab. Dari masalah perekonomian,

an suami PHK

g permasalahan

bulan desember tahun 2020 ya dek, tercatat cerai talak yang
berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 44
kasus dari 64 kasus. Sedangkan dari catatan cerai gugat yang
berasal dari permasalahan suami PHK itu angkanya sebesar 100
kasus dari 177 kasus. Persoalan ini berasal dari keadaan pandemi

covid-19 yang dimulai awal tahun 2020. (wawancara, 22 Juni
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Berdasarkan penjelasan narasumber tadi dapat disimpulkan dalam

bentu
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Berdasarkan penjelasan para narasumber dapat ditarik kerimpulan
mengenai jumlah cerai talak dan cerai gugat yang permasalahan berasal

dari suami PHK dapat dijelaskan pada tabel 3.2.

Tabel Cerai i PHK Tahun 2020
Nl A
i i 2
1
uni -
Juli 80
gustus 66
ptemb (et
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2 r
KANBA
Perce n i O Di Kota
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M Cerai Talak ™ Cerai Gugat

Gambar 3.14. Grafik Perceraian Akibat Suami PHK Tahun 2020 Di Kota
Pekanbaru
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B. Kebijakan PSBB memiliki kaitan dengan jumlah perceraian yang

terjadi di Pengadilan Agama pada masa Covid-19

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk

Keuangan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019
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(Covid-19)

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia

didasarkan oleh Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

yang dibatasi dalam PSBB diantaranya ialah aktivitas sekolah dan bekerja
yang dilakukan secara daring, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan
budaya, serta operasional transportasi umum. Terdapat dasar hukum
pelaksanaan dari kebijakan PSBB ini, yaitu:

1. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

2. Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
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3. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular Langkah yang diambil pemerintah dengan diterapkannya

PSBB merupakan

bawah.

Pada awal penerapan PSBB vyang pertama kali membuat
masyarakat merasakan ketakutan dan kepanikan terhadap distribusi pangan
sehingga sempat terjadi panic buying. Masyarakat yang mempunyai cukup
uang membeli sejumlah makanan dan kebutuhan pokok secara berlebihan

yang berakibat menipisnya stok distribusi pangan, sehingga sebagian
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masyarakat lain kehabisan stok distribusi pangan.

Dalam menekan jumlah kasus terinfeksi yang terus naik akibat

covid-19, terdapat beberapa strategi penanganan covid-19, antara lain:

situasi darurat yang terjadi akibat adanya pandemi covid-19. Hal ini
dilakukan oleh pemerintah untuk menekan kasus terinfeksi virus
covid-19. Namun, dalam penerapannya tetap menuai pro kontra
yang terjadi di masyarakat. Disatu sisi banyak kalangan yang
mendukung dengan dikeluarkannya PSBB untuk memutus mata

rantai covid-19. Tetapi, disisi lain tidak sedikit pula masyarakat
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yang menentang kebijakan PSBB ini karena dapat menimbulkan

dampak negatif dari bidang lain seperti bidang ekonomi,

pendidikan, ketahanan keluarga, dan lainnya.” (Wawancara, 22

konsep adaptif

. Futuristis: dalam variabel ini, PP No. 21 Tahun 2020 tidak

mengantisipasi adanya kepastian hukum. Karena peraturan ini hanya
bisa digunakan dalam kondisi wabah pandemi covid-19 saja, tidak
dapat digunakan lagi apabila adanya wabah pandemi serupa namun

dengan virus yang berbeda kedepannya
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3. Durability: jangka waktu yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020
sangat terbatas hanya saat wabah pandemi covid-19 sedang

berlangsung saja. Apabila wabah ini sudah berakhir, maka PP No. 21

perundang —
ra materil juga
karena tidak
endetail terkait

lainnya, serta

memenuhi kebutuhan hidupnya karena hanya dalam bentuk himbauan saja
dan tidak memiliki upaya paksa. Masyarakat menganggap hal ini kurang
efektif karena jumlah kasus terinfeksi virus covid-19 terus meningkat di
Indonesia.

Jika pemerintah menerapkan karantina wilayah, hal tersebut

mempunyai daya paksa yang lebih kuat dan tidak bisa memberikan ruang
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gerak kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun,
terdapat hal positif dari pemberlakuan karantina wilayah sesuai dengan

Pasal 55 Undang — Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

b

anggur
-
o
»
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ik

S80S
o S

bawah menganggap hal ini dapat menghalangi kegiatan mereka untuk
bekerja, yang akan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup.
Dalam wawancara bersama Drs. Asfawi, M.H Hakim Pengadilan
Agama Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa,
“Kebijakan PSBB disatu sisi dapat menekan penyebaran

covid-19 agar tidak menyebar luas dan masyarakat tidak tertular.
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Namun, di lain pihak terdapat dampak yang muncul dari

diterapkannya kebijakan PSBB ini yaitu dapat melumpuhkan roda

perekonomian sehingga dapat berdampak pada peningkatan angka
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PHK (%) Perubahan pendapatan (%)
Kategori Total Tanpa  Dengan Menurun  Menurun Tetap/  Tidak ada n
Pesangon  Pesangon <50% __>50% menin Lan

Total 15,6 138 18 31 3.6 453 153 100744

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan

Usia

15-24
25-34
3544
45-54
55-64 i
65+ £

Jenis jabatan/pekerjaan "
ketatalaksanaan

Profesional, teknisi dan
yang sejenis

Produkst, operator alat
angkutan dan pekerja
kasar

Tata usaha dan yang
sejenis

Usaha jasa

Usaha penjualan
Usaha pertanian,

kehutanan, perburuan,
dan penkanan

Menurut elamin, a,..dan Lapangan Pekerjaan Kota

Pekanbaru
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PHK (%) Perubahan pendapatan (%)

Kategori Total _Tanpa  Dengan Menurun  Menurun  Tetap/  Tidak ada a
Pesangon  Pesangon <50% >50%  meningkat pendapatan
Sektor Pekerjaan
Industri Pengolahan 222 18 43 46,9 85 31,2 134 10.523
Jasa Kemasyarakatan 79 7 0.8 314 88 51 8.8 35.804
Konstruksi/Bangunan g y 374 { 25,5 3.541

Lembaga Keuangan, Rea

Jawa Timur

Kalimantan
Lainnya
Gambar 3.1 ruh/ egawai/Karyawan
terjadinya gelombang
PHK dan yang terjadi pada

buruh/karyawan/pegawai selama masa PSBB di Indonesia, dengan jumlah
presentase sebesar 15,6 persen yang terdiri dari 1,8 persen PHK dengan
pesangon dan 13,8 persen PHK dengan tanpa pesangon. PHK tanpa
pesangon merupakan salah satu bentuk pelanggaran Undang — Undang No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.64

Problematika kebijakan PSBB dalam bidang Pendidikan dialami
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oleh para siswa dan guru. Tidak sedikit dari para siswa mengeluhkan akan

sulitnya memahami pelajaran yang dilakukan dengan sistem Pembelajaran

Jarak Jauh (PJJ). Guru juga dituntut aktif dan berinovasi serta menciptakan

bekerja dan beribadah dari rumah, seperti yang tercantum dalam pasal 4
PP No. 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

2. Peliburan sekolah dan tempat kerja

3. Pembatasan kegiatan keagamaan

4. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
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Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan Pendidikan,

produktivitas kerja, dan ibadah penduduk

dasar
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bijakan PSBB
i, mempunyai
engan adanya

pelaku usaha

Y]
L.

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Provinsi Riau mengalami PHK
dengan jumlah cukup tinggi kedua di Indonesia dengan total 25,5 persen,
dengan jumlah 19,3 persen tanpa pesangon dan 11,2 persen dengan
pesangon. Perekonomian yang berada di Provinsi Riau dominan
digerakkan oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

Berdasarkan wawancara lIbu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua
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Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,
“Dampak ekonomi yang ditimbulkan karena adanya

kebijakan PSBB ini berpengaruh juga dalam ketahanan keluarga.

arga terjadi

, sehingga

2

rumah tangga.

Jenis Perkara

2019 2020
Cerai Gugatf 1973 1981
Cerai Talak 614 852

(Sumber. Laporan perkara yang diterima di PA Pekanbaru Tahun 2019 — 2020)

Kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar
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(PSBB) pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara
kesehatan keluarga. Namun, pada kenyataannya PSBB menjadi penyebab

terjadinya peningkatan perkara perceraian. Hal ini terjadi akibat dari para

Penerapan
dalam aspek

idak mematuhi

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Nuraedah, S.Ag, M.H Ketua
Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, mengenai faktor yang
menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengakaran di dalam kasus
percerain yang di ajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan

jawaban sebagai berikut:

“Ya, diantara salah satu penyebab perceraian karena masalah
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ekonomi, dimasa pandemi covid-19, banyak orang di PHK,

kalaupun kerja tidak full gajinya, sehingga tidak mencukupi untuk

memenuhi  kebutuhan rumah tangganya, sehingga terjadi

Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru juga menjelaskan mengenai
tidak adanya alasan spesifik yang disebutkan dalam putusan terkait dengan
adanya covid-19 atau adanya kebijakan PSBB. Hal ini sesuai dengan
jawaban sebagai berikut:

“Kalau putusan sepertinya tidak ada, hanya masalah ekonomi

banyak, suami tidak bekerja, atau tidak memberi nafkah yang
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cukup pada istri dan anaknya (keluarganya)” (Wawancara, 22 Juni

2022)

Dalam putusan mengenai perkara cerai gugat, dalam pertimbangan

para pencari nafkah yang terkena PHK sehingga menimbulkan
goncangan dalam rumah tangga yang menyebabkan adanya
pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan istri untuk
menggugat cerai.” (Wawancara, 22 Juni 2022)

Pertengkaran dan perselisihan yang memuncak diantara suami istri

sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak
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dapat mendamaikannya sendiri dapat menjadi indikasi puncak Krisis

rumah tangga dan memerlukan seoarang hakam sebagai pendamai dalam

penyelesaian tersebut baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri.

jadi salah satu alasan

arena terjadinya
istri  yang

apabila

suami dan nyebabkan banyaknya kasus istri
mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru

pada masa covid- 19.” (Wawancara, 22 Juni 2022)
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BAB IV

PENUTUP

9.Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan
dengan pasangannya, 10.Adanya tuntutan yang dianggap terlalu
berlebihan sehingga pasangannya mennjadi tidak sabar, tidak adanya

toleransi dan terlalu menguasai.

. Kebijakan PSBB memiliki kaitan dengan jumlah perceraian yang

terjadi di Pengadilan Agama pada masa Covid-19 ialah Kebijakan ini
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selain berpengaruh dalam bidang kesehatan, nyatanya juga sangat

memiliki dampak sosial maupun ekonomi. Kebijakan ini membatasi

aktifitas masyarakat yang berdampak pada bidang ekonomi.

1. Pandemi covid-19 sangat menghancurkan masyarakat indonesia
baik dari segi soisal hingga ekonomi sehingga menghasilkan
banyak pengangguran yang menimbulkan banyak perceraian.
Sehingga peneliti berharap pada saat terjadi covid-19 pihak

pengadilan agama memberikan penyuluhan dan seminar mengenai
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bagaimana mempertahankan keadaan rumah tangga di keadaan
covd-19 secara virtual. Sehingga dapat menekan angka perceraian

yang terjadi di tahun 2020.

nR™
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